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BAB I 
DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN 

 
 

A. GAMBARAN UMUM TOPIK PENGAWASAN 

Dana Desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan alokasi anggaran dalam 

APBN dari pertama kali dikucurkan Dana Desa pada tahun 2015. Dana tersebut 

difokuskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa 

telah diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi, Peraturan ini bertujuan memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana 

Desa setiap tahunnya untuk program prioritas nasional, dan mitigasi penanganan 

bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa khususnya 

dalam menangani pandemi COVID-19. 

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP bertanggung jawab dalam 

melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Desa 

sebagai bagian dari pemerintah perlu dilakukan pengawasan, utamanya terkait 

besarnya dan beragamnya dana yang dikelola. 

Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Tahun 2022 memetakan 7 sektor, 29 tema dan 

99 topik strategis keuangan negara dan pembangunan nasional yang menjadi fokus 

pengawasan BPKP Tahun 2022. Topik pengawasan yang diambil pada kegiatan 

Project Based Training (PBT) ini adalah Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan 

Desa dengan tujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan 

pembangunan desa. Informasi minimal yang diharapkan dari topik ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis desain kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa. 

2. Analisis tren penggunaan Dana Desa. 

3. Keselarasan perencanaan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. 

4. Mapping kesiapan implementasi SDGs Desa. 
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B. IDENTITAS OBYEK PENGAWASAN 

Objek pengawasan Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa berada pada 

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Secara administratif Kabupaten Bandung 

terdiri dari 270 Desa. Objek data pengawasan menggunakan data keuangan desa 

yang bersumber dari data konsolidasi Siskeudes pada Kabupaten Bandung tahun 

2019, 2020, 2021, dan 2022. 

Kegiatan PBT akan difokuskan kepada analisis tren penggunaan Dana Desa dengan 

ruang lingkup populasi desa yang ada pada Kabupaten Bandung selama tahun 2019 

s.d tahun 2021, serta keselarasan perencanaan dengan prioritas penggunaan Dana 

Desa tahun 2022 dengan mengambil 10 desa sampling, yaitu: 

No Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa 

1 Jawa Barat Bandung Majalaya Pemerintah Desa Padaulun 

2 Jawa Barat Bandung Majalaya Pemerintah Desa Sukamaju 

3 Jawa Barat Bandung Majalaya Pemerintah Desa Wangisagara 

4 Jawa Barat Bandung Majalaya Pemerintah Desa Biru 

5 Jawa Barat Bandung Majalaya Pemerintah Desa Bojong 

6 Jawa Barat Bandung Ciparay Pemerintah Desa Sumbersari 

7 Jawa Barat Bandung Ciparay Pemerintah Desa Ciheulang 

8 Jawa Barat Bandung Ciparay Pemerintah Desa Mekarlaksana 

9 Jawa Barat Bandung Ciparay Pemerintah Desa Pakutandang 

10 Jawa Barat Bandung Ciparay Pemerintah Desa Mekarsari 

 

C. MATRIK DESAIN PENGAWASAN 

Unit Rendal : Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, 

Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Desa  

Topik : Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa 

Tujuan Pengawasan : Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan 

pembangunan desa 
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Informasi APP 1: Analisis tren penggunaan Dana Desa 

No. 
Pertanyaan 

Audit 
Kriteria Digunakan 

Informasi 
Dibutuhkan dan 

Sumber 

Metode/Teknik 
Pengumpulan 

Informasi 

Metode Analisis 
Dipergunakan 

Keterbatasan/Risiko Antisipasi Risiko Prakiraan Hasil 

1. Bagaimana 

proporsi Dana 

Desa terhadap 

seluruh sumber 

dana di 

APBDesa 

selama tahun 

2019 s.d 2021? 

1. UU Desa; 
2. PP 43/2014 jo PP 

47/2015 jo PP 
11/2019; 

3. Permendagari 
20/2018 

4. Permendes PDTT 

14/2020 
5. PMK 

156/PMK.07/2020 

1. Database 

aplikasi 

Siskeudes 

tahun 2019 s.d 

2021 seluruh 

desa di wilayah 

Kabupaten 

Bandung 

2. Laporan 

konsolidasi 

realisasi 

anggaran desa 

tahun 2019 s.d 

2021 tk. 

Kabupaten 

1. Reviu 

dokumen. 

2. Pengolahan 

database. 

3. Wawancara. 

1. Analisis 

deskriptif. 

2. Analisis 

rasio. 

1. Database 

Siskeudes tidak 

lengkap. 

2. Database 

Siskeudes tidak 

update. 

3. Database 

Siskeudes tidak 

valid. 

1. Memilih 

sampel desa 

yang memiliki 

database 

Siskeudes 

yang lengkap. 

2. Melakukan 

konsolidasi 

data keuangan 

desa yang ada 

pada DPMD 

1. Tren 

penerimaan 

Dana Desa 

2. Tren Belanja 

Dana Desa 

per Jenis 

Belanja 

3. Tren Belanja 

Dana Desa 

per bidang 

2. Bagaimana tren 

presentase 

penggunaan 

dana di desa 

per jenis belanja 

selama tahun 

2019 s.d 2021? 

3. Bagaimana tren 

penggunaan 

Dana Desa 

bidang 

pembangunan 

dan 

pemberdayaan 

selama tahun 

2019 s.d 2021? 
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Informasi APP 2: Keselarasan perencanaan dengan prioritas penggunaan Dana Desa 

No. 
Pertanyaan 

Audit 
Kriteria Digunakan 

Informasi 
Dibutuhkan dan 

Sumber 

Metode/Teknik 
Pengumpulan 

Informasi 

Metode Analisis 
Dipergunakan 

Keterbatasan/Risiko Antisipasi Risiko Prakiraan Hasil 

1. Bagaimana 

proporsi Dana 

Desa terhadap 

kegiatan 

prioritas yang 

bersumber dari 

Dana Desa 

tahun 2022 

(BLT-DD 40%, 

Ketahanan 

Pangan 20%, 

dan Earmarked 

8%)? 

1. Permendagari 
20/2018 

2. Permendes PDTT 

7/2021 
3. Perbup Kabupaten 

Bandung 166/2021 
4. Surat Bupati 

Bandung 
465/2276/Bappeda, 
20/09/2021 

1. Database 

aplikasi 

Siskeudes 

tahun 2022 10 

desa uji petik 

di wilayah 

Kabupaten 

Bandung 

2. RKPDesa 

tahun 2022 10 

desa uji petik 

di wilayah 

Kabupaten 

Bandung 

3. APBDesa 

tahun 2022 10 

desa uji petik 

di wilayah 

Kabupaten 

Bandung 

1. Reviu 

dokumen. 

2. Pengolahan 

database. 

3. Wawancara. 

1. Analisis 

deskriptif. 

2. Analisis 

rasio. 

1. Database 

Siskeudes tidak 

lengkap. 

2. Database 

Siskeudes tidak 

update. 

3. Database 

Siskeudes tidak 

valid. 

4. RKPDesa dan 

APBDesa masih 

dalam tahap 

penyusunan 

1. Memilih sampel 

desa yang 

memiliki 

database 

Siskeudes yang 

lengkap. 

2. Melakukan 

konsolidasi data 

keuangan desa 

yang ada pada 

DPMD 

3. Dapatkan 

dokumen 

Musrenbangdes 

dan Musdesus 

Desa tahun 

2022 untuk 10 

desa yang di uji 

petik  

1. Proporsi 

penggunaan 

Dana Desa 

untuk program 

BLT-DD, 

Ketahanan 

Pangan, dan 

Earmarked 

2. Upaya 

penanganan 

kemiskinan 

ekstrem 

terakomodasi 

dalam 

perencanaan 

2. Apakah upaya 

penanganan 

kemiskinan 

ekstrem telah 

terakomodasi 

dalam 

perencanaan 

desa tahun 

2022? 
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BAB II 
KEGIATAN ANALISIS DATA 

 
 

A. KEGIATAN ANALISIS DATA 

Kegiatan analisis data yang akan dilakukan untuk menjawab 2 (dua) informasi APP 

pada tema Tata Kelola dan Perencanaan Keuangan Desa, berupa analisis tren 

penggunaan Dana Desa, serta keselarasan perencanaan dengan prioritas 

penggunaan Dana Desa, menggunakan analisis data sebagai berikut: 

1. Analisis Tren Penggunaan Dana Desa  

Data yang digunakan sebagai bahan analisis atas informasi APP Analisis Tren 

Penggunaan Dana Desa adalah data kompilasi keuangan desa yang bersumber 

dari database Siskeudes Kabupaten Bandung tahun 2019 s.d 2021. Analisis yang 

dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis rasio untuk 

mendapatkan informasi sebagai berikut: 

a. Proporsi Dana Desa terhadap seluruh sumber dana di APBDesa 

Proporsi Dana Desa diukur dengan melakukan analisis rasio antara APBDesa 

yang bersumber dari Dana Desa dibandingkan dengan APBDesa seluruh 

sumber dana selama periode 2019 s.d 2021. 

Rasio kemandirian desa = 
𝐴𝑃𝐵𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑎

𝐴𝑃𝐵𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑛𝑎
𝑥100% 

b. Tren persentase penggunaan Dana Desa per jenis belanja 

Untuk mendapatkan informasi tren penggunaan Dana Desa per jenis belanja, 

dilakukan analisis tren penganggaran per jenis belanja selama periode 2019 

s.d 2021. 

c. Tren penggunaan Dana Desa bidang pembangunan dan pemberdayaan 

Untuk mendapatkan informasi tren penggunaan Dana Desa bidang 

pembangunan dan pemberdayaan, dilakukan analisis tren penganggaran per 

bidang selama periode 2019 s.d 2021. 

2. Keselarasan Perencanaan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa  

Data yang digunakan sebagai bahan analisis atas informasi APP Keselarasan 

Perencanaan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah data RKPDesa 

dan APBDesa tahun 2022 pada 10 desa yang disampel. Analisis yang dilakukan 
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menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis rasio untuk mendapatkan 

informasi sebagai berikut: 

a. Proporsi Dana Desa terhadap kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana 

Desa tahun 2022 

Proporsi Dana Desa terhadap kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana 

Desa tahun 2022 diukur dengan melakukan analisis rasio antara anggaran 

BLT-DD minimal 40%, Ketahanan Pangan minimal 20%, dan Earmarked 

minimal 8% yang bersumber dari Dana Desa dibandingkan dengan total 

anggaran Dana Desa tahun 2022. 

- Proporsi BLT DD = 
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝐿𝑇−𝐷𝐷

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑎
𝑥100% ≥ 40% total Dana Desa 

- Proporsi Ketahanan Pangan = 
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑎
𝑥100% ≥ 20% total Dana 

Desa 

- Proporsi Earmarked = 
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐸𝑎𝑟𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑎
𝑥100% ≥ 8% total Dana Desa 

b. Upaya penanganan kemiskinan ekstrem telah terakomodasi dalam 

perencanaan desa tahun 2022 

Upaya penanganan kemiskinan ekstrem diukur dengan terdapat kebijakan 

yang mengatasi kemiskinan ekstrem, program/kegiatan yang mendukung 

penanganan kemiskinan ekstrem di tingkat desa. 

 

B. URAIAN ANALISIS DATA DAN HASILNYA 

1. Analisis Tren Penggunaan Dana Desa 

a. Proporsi Dana Desa terhadap seluruh sumber dana di APBDesa 

Tren proporsi realisasi pendapatan transfer Dana Desa pada 270 desa di 

Kabupaten Bandung dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 adalah 

sebagai berikut: 

Tahun 
Penerimaan Dana 

Desa (Rp) 
Penerimaan 
APBDes (Rp) 

% Penerimaan DD 
dibanding Total 

2019 310.306.630.957 680.173.087.277 45,62% 

2020 319.446.379.250 683.408.476.057 46,74% 

2021 333.833.094.602 715.300.631.405 46,67% 
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Jumlah Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Bandung dari tahun ke tahun 

terus mengalami peningkatan. Namun jika dilihat secara proporsi per sumber 

dana, pada tahun 2021 proporsi Dana Desa jika dibandingkan dengan total 

sumber dana APBDesa mengalami penurunan sebesar 0,07% dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

 

 

Dari informasi tersebut diketahui bahwa besaran Dana Desa di Kabupaten 

Bandung jika dibandingkan dengan penerimaan desa secara keseluruhan 

memenuhi proporsi 45,62% - 46,67% dalam APBDes. Hal ini menunjukkan 

310.306.630.957 ; 45,62%

10.484.252.190 ; 1,54%

359.382.204.130 ; 52,84%

Proporsi APBDesa Tahun 2019

Dana Desa Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer APBD Kab/Kota/Provinsi

319.446.379.250 ; 46,74%

7.776.406.107 ; 1,14%

356.185.690.700 ; 52,12%

Proporsi APBDesa Tahun 2020

Dana Desa Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer APBD Kab/Kota/Provinsi

333.833.094.602 ; 46,67%

8.643.915.045 ; 1,21%

372.823.621.758 ; 52,12%

Proporsi APBDesa Tahun 2021

Dana Desa Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer APBD Kab/Kota/Provinsi
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bahwa Dana Desa tidak menjadi sumber dana utama dalam pendapatan 

APBDes di Kabupaten Bandung. 

b. Tren persentase penggunaan Dana Desa per jenis belanja 

Tren persentase penggunaan Dana Desa per jenis belanja pada 270 desa di 

Kabupaten Bandung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah 

sebagai berikut: 

No Jenis Belanja 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Nominal (Rp) % Nominal (Rp) % Nominal (Rp) % 

1 Belanja 
Pegawai 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

2 Belanja 
Barang/Jasa 

68.237.830.011,00 22,12  108.556.319.179   34,31  88.260.137.491,00 26,83 

3 Belanja Modal 240.016.444.376,00 77,82  125.462.945.874   39,65  154.099.067.912,00 46,85 

4 Belanja Tak 
Terduga 

181.491.250,00 0,06  82.393.216.700   26,04  86.573.787.879,00 26,32 

 Total 308.435.765.637,00 100 316.412.481.753,00 100 328.932.993.282,00 100 

 

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, diketahui bahwa: 

1) Pada tahun 2019, jenis belanja terbesar atas Dana Desa adalah belanja 

modal yakni 77,82% atau sebesar Rp240.016.444.376,00 dari total belanja 

Dana Desa sebesar Rp308.435.765.637,00. 

Besarnya belanja modal disebabkan tingginya proporsi belanja pada 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang sebagian besar Desa 

mengalokasikan kegiatannya dalam rangka meminimalkan wilayah kantong 

kemiskinan seperti pembangunan Posyandu, PAUD, dan pembangunan 

% Belanja Pegawai
% Belanja

Barang/Jasa
% Belanja Modal

% Belanja Tak
Terduga

2019 0,00 22,12 77,82 0,06

2020 0,00 34,31 39,65 26,04

2021 0,00 26,83 46,85 26,32

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

TREN PERSENTASE PENGGUNAAN DANA DESA PER JENIS  
BELANJA
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infrastruktur konektivitas. 

2) Pada tahun 2020 serta tahun 2021, jenis belanja terbesar atas Dana Desa 

masih sama seperti tahun 2019, yaitu belanja modal. Namun proporsi 

jumlah belanja modal jika dibandingkan dengan jenis belanja barang/jasa 

serta belanja tak terduga, tingkat persentase belanjanya hampir merata. 

Kondisi tersebut disebabkan pada tahun 2020 s.d tahun 2021 adanya 

intervensi Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Desa dalam mengatur 

perencanaan dan penganggaran APBDesa. Pemerintah Desa didorong 

untuk membelanjakan APBDesa pada kegiatan jaring pengaman sosial, 

Padat Karya Tunai Desa, serta penguatan ekonomi desa dalam rangka 

menangani kondisi bencana non alam berupa pandemi COVID-19. 

c. Tren penggunaan Dana Desa bidang pembangunan dan pemberdayaan 

Tren persentase penggunaan Dana Desa per bidang pada 270 desa di 

Kabupaten Bandung dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 adalah 

sebagai berikut: 

No Jenis Belanja 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

Nominal (Rp) % Nominal (Rp) % Nominal (Rp) % 

1 Penyelenggaraan Pemerintahan 2.938.777.837,00 0,95 4.305.081.250,00 1,35 18.975.952.060,00 5,69 

2 Pembangunan Desa 249.505.399.949,00 80,73 152.629.341.078,00 47,95 196.880.033.643,00 59,03 

3 Pembinaan Kemasyarakatan 22.727.209.211,00 7,35 9.506.784.050,00 2,99 9.207.083.240,00 2,76 

4 Pemberdayaan Masyarakat 33.282.746.838,00 10,77 12.265.987.612,00 3,85 22.533.207.440,00 6,76 

5 Penanggulangan Bencana, Darurat, 
dan Mendesak 

622.643.950,00 0,20 139.615.281.960,00 43,86 85.934.235.139,00 25,76 

 Total 309.076.777.785,00 100 318.322.475.950,00 100 333.530.511.522,00 100 

 

%
Penyelenggaraan

Pemerintahan

% Pembangunan
Desa

% Pembinaan
Kemasyarakatan

% Pemberdayaan
Masyarakat

% Penanggulangan
Bencana, Darurat,

dan Mendesak

2019 0,95 80,73 7,35 10,77 0,20

2020 1,35 47,95 2,99 3,85 43,86

2021 5,69 59,03 2,76 6,76 25,76

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

TREN PERSENTASE PENGGUNAAN DANA DESA PER B IDANG
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Berdasarkan tabel dan grafik tersebut , diketahui bahwa: 

1) Belanja terbesar atas Dana Desa pada Tahun 2019 adalah belanja Bidang 

Pembangunan Desa yakni 80,73% atau sebesar Rp249.505.399.949,00 

dari total belanja Dana Desa sebesar Rp309.076.777.785,00. 

2) Pada tahun 2020 serta tahun 2021, belanja bidang terbesar atas Dana 

Desa masih sama seperti tahun 2019, yaitu belanja Bidang Pembangunan 

Desa. Namun terjadi peningkatan proporsi belanja pada Bidang 

Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak pada tahun 2020 dan 

2021, yaitu: 

a) Pada tahun 2020 persentase belanja Bidang Penanggulangan 

Bencana, Darurat, dan Mendesak sebesar 43,86% dari total anggaran 

Dana Desa tahun 2020. Kemudian terjadi peningkatan belanja sebesar 

43,66% jika dibandingkan year on year pada tahun 2019 yang hanya 

sebesar 0,20%. 

Kondisi tersebut disebabkan pada awal tahun 2020 terjadi bencana non 

alam berupa pandemi COVID-19, yang menyebabkan Pemerintah 

Pusat meminta Pemerintah Desa melakukan realokasi APBDesa untuk 

menganggarkan belanja terkait penanggulangan COVID-19 terutama 

untuk kegiatan BLT Dana Desa, dan besaran maksimal atas BLT Dana 

Desa dalam APBDesa tahun 2020 sudah ditentukan oleh Pemerintah 

Pusat. 

b) Pada tahun 2021 persentase belanja Bidang Penanggulangan 

Bencana, Darurat, dan Mendesak sebesar 25,77% dari total anggaran 

Dana Desa tahun 2021. Jika dibandingkan year on year pada tahun 

2020 yang sebesar 43,86%, terjadi penurunan belanja sebesar 

18,095%. 

Kondisi tersebut disebabkan pada tahun 2021, prioritas penggunaan 

Dana Desa tidak berbeda jauh seperti tahun 2020 namun perhitungan 

penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa disesuaikan 

dengan kondisi pada masing-masing Desa, sehingga terjadi penurunan 

belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak 
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sebesar 18,095% menjadi 25,765% dari sebelumnya tahun 2021 

sebesar 43,860%. 

2. Keselarasan Perencanaan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

a. Proporsi Dana Desa terhadap kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana 

Desa tahun 2022 

Dari 10 desa yang diuji petik, diketahui seluruh desa telah melakukan 

perencanaan anggaran kegiatan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana 

Desa tahun 2022 yaitu alokasi anggaran BLT-DD minimal sebesar 40%, 

alokasi anggaran ketahanan pangan minimal 20%, alokasi anggaran 

earmarked COVID-19 minimal 8% dari total anggaran Dana Desa, dengan 

rincian sebagai berikut: 

No Provinsi Kabupaten Nama Desa 
Jumlah Dana 
Desa TA 2022 

Alokasi BLT-DD (40%) 
Alokasi Ketahanan 

Pangan (20%) 
Alokasi Earmarked 

(8%) 

Rp % Rp % Rp % 

1 Jawa Barat Bandung Biru 1.459.584.000,00 586.800.000,00 40,20 291.920.000,00 20,00 116.767.000,00 8,00 

2 Jawa Barat Bandung Pakutandang 1.374.245.000,00 554.400.000,00 40,34 274.849.000,00 20,00 109.940.000,00 8,00 

3 Jawa Barat Bandung Padaulun 1.554.025.000,00 622.800.000,00 40,08 310.805.000,00 20,00 124.322.000,00 8,00 

4 Jawa Barat Bandung Sukamaju 1.645.677.000,00 658.800.000,00 40,03 329.140.000,00 20,00 131.655.000,00 8,00 

5 Jawa Barat Bandung Wangisagara 1.022.441.000,00 410.400.000,00 40,14 204.490.000,00 20,00 81.796.000,00 8,00 

6 Jawa Barat Bandung Bojong 1.671.474.000,00 669.600.000,00 40,06 334.295.000,00 20,00 133.718.000,00 8,00 

7 Jawa Barat Bandung Mekarsari 1.439.159.000,00 576.000.000,00 40,02 287.840.000,00 20,00 115.133.000,00 8,00 

8 Jawa Barat Bandung Mekarlaksana 1.477.970.000,00 594.000.000,00 40,19 295.594.000,00 20,00 118.238.000,00 8,00 

9 Jawa Barat Bandung Ciheulang 1.545.708.000,00 694.800.000,00 44,95 309.145.000,00 20,00 123.657.000,00 8,00 

10 Jawa Barat Bandung Sumbersari 1.568.789.000,00 630.000.000,00 40,16 313.760.000,00 20,00 125.504.000,00 8,00 

b. Upaya penanganan kemiskinan ekstrem belum terakomodasi dalam 

perencanaan desa tahun 2022 

Berdasarkan data hasil publikasi oleh Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Surat Bupati Bandung  Nomor  

465/2276/Bappeda tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan 

Kecamatan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem,  diketahui 

10 desa yang menjadi uji petik merupakan lokasi prioritas penanggulangan 

kemiskinan ekstrem namun desa-desa tersebut memiliki status IDM Desa 

tahun 2021 antara Desa Maju hingga Desa Mandiri dengan rincian sebagai 

berikut: 
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No Kecamatan Nama Desa 
Angka Kemiskinan 
per Oktober 2020 

(Orang) 
Status IDM Desa 2021 

1 Majalaya Biru 2.045 Maju 

2 Ciparay Pakutandang 1.488 Mandiri 

3 Majalaya Padaulun 2.475 Maju 

4 Majalaya Sukamaju 2.450 Maju 

5 Majalaya Wangisagara 2.126 Mandiri 

6 Majalaya Bojong 2.000 Maju 

7 Ciparay Mekarsari 1.431 Maju 

8 Ciparay Mekarlaksana 1.668 Maju 

9 Ciparay Ciheulang 1.908 Mandiri 

10 Ciparay Sumbersari 2.128 Mandiri 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 10 desa yang diuji petik, diketahui belum 

terdapat Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati tentang penanganan 

kemiskinan ekstrem. Namun seluruh Desa dalam perencanaan yang dilakukan 

telah mengakomodasi upaya  percepatan penanganan kemiskinan ekstrem 

melalui kegiatan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. 

Berdasarkan hasil wawancara dan konfirmasi kepada Kabid Penelitian dan 

Pengembangan Bappeda Kabupaten Bandung serta Kabid Perlindungan dan 

Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung, diperoleh informasi bahwa 

dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2022, Pemerintah 

Kabupaten Bandung masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait 

kebijakan yang secara khusus menangani kemiskinan ekstrem. Namun dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran (RAK) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 

2022, Bappeda telah menghimbau seluruh OPD untuk menyusun program dan 

kegiatan yang melibatkan masyarakat terutama menggunakan pola Padat 

Karya Tunai dan Jaring Pengaman Sosial dalam rangka menekan laju 

peningkatan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Bandung.
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BAB III 
PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

A. Analisis Tren Penggunaan Dana Desa 

1. Diketahui bahwa pendapatan transfer yaitu Dana Desa yang bersumber dari 

APBN sudah tidak menjadi sumber utama pendapatan desa yang berkisar antara 

45,62% - 46,67% dalam APBDesa, namun masih bergantung pada pendapatan 

transfer APBD yang berkisar antara 52,12% - 52,84% dalam APBDesa. Hal ini 

perlu menjadi perhatian pemerintah desa untuk dapat mengoptimalkan peran dan 

pemberdayaan ekonomi wilayah dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya 

yang dapat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dimana proporsi PADesa 

masih sangat rendah berkisar antara 1,14% - 1,54% dalam APBDesa. 

2. Pada tahun 2020 serta tahun 2021, jenis belanja terbesar atas Dana Desa masih 

sama seperti tahun 2019, yaitu belanja modal. Namun proporsi jumlah belanja 

modal jika dibandingkan dengan jenis belanja barang/jasa serta belanja tak 

terduga, tingkat persentase belanjanya hampir merata. Kondisi tersebut 

disebabkan adanya belanja BLT-DD dalam rangka penanganan pandemi COVID-

19 sesuai kebijakan pemerintah. 

3. Belanja terbesar atas Dana Desa pada Tahun 2019 adalah belanja Bidang 

Pembangunan Desa yakni 80,726%. Pada tahun 2020 serta tahun 2021, belanja 

bidang terbesar atas Dana Desa masih sama seperti tahun 2019, yaitu belanja 

Bidang Pembangunan Desa namun porsinya mengalami penurunan dan terjadi 

peningkatan proporsi belanja pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, 

dan Mendesak. Hal tersebut disebabkan pengalihan Belanja untuk BLT-DD 

terdampak COVID-19. 

B. Keselarasan Perencanaan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

1. Persentase BLT-DD (40%), Ketahanan Pangan (20%), dan Earmarked (8%) 

Perencanaan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 pada 10 Desa yang diuji 

petik telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022, yaitu: 
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a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa berupa Bansos Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan presentase ≥ 40% dari total 

anggaran Dana Desa; 

b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa berupa penguatan 

ketahanan pangan nabati dan hewani dengan presentase ≥ 20% dari total 

anggaran Dana Desa; 

c. Earmarked atau mitigasi dan penanganan bencana nonalam berupa Desa Aman 

COVID-19 dan relawan Desa Aman COVID-19 dengan presentase ≥ 8% dari total 

anggaran Dana Desa. 

2. Upaya penanganan kemiskinan ekstrem kurang terakomodasi dalam 

perencanaan 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 10 desa yang diuji petik, diketahui belum 

terdapat Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati tentang penanganan 

kemiskinan ekstrem. Namun seluruh Desa dalam perencanaan yang dilakukan 

telah mengakomodasi upaya  percepatan penanganan kemiskinan ekstrem 

melalui kegiatan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. 

Atas kondisi tersebut disarankan kepada Bupati Bandung agar: 

a. Berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk melakukan kolaborasi kegiatan 

dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten 

Bandung. 

b. Menyusun kebijakan terkait percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di 

tingkat Pemerintahan Desa. 

Hal ini perlu menjadi perhatian dan kajian secara khusus mengingat status Indeks 

Desa Membangun (IDM) pada desa yang diuji petik memiliki status Desa Maju 

hingga Desa Mandiri namun berdasarkan hasil publikasi data oleh Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kabupaten Bandung 

merupakan wilayah kemiskinan ekstrem termasuk desa yang dilakukan uji petik. 


